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Mewujudkan Kota Hijau,

Butuh Langkah
Nyata, Bukan

Sekedar wacana

ota hijau, atau sering disebut Green City, dewasa ini banyak sekali

dibicarakan, tak terkecuali di Indonesia. Sejak tahun 2005, pemerintah

kota di berbagai negara terus berupaya mewujudkan kota hijau, yang di
beberapa kalangan mungkin saja masih merupakan istilah yang asing.

Dewasa ini kota telah ditinggali oleh tak kurang dari 50% penduduk. Masyarakat
dengan demikian lebih banyak bermukim dan beraktivitas di kota. Kepadatan
dan keruwetan akibat mobilitas penduduk di dalam kota juga menjadi semakin
tinggi, dan apabila pembangunan kota tidak direncanakan dan dikendalikan
dengan baik, bisa jadi tingkat kenyamanan tinggal di dalamnya akan menurun.
Kota hijau boleh jadi merupakan jawabannya. Untuk mewujudkannya, bebe-
rapa pengamat menggarisbawahi pentingnya mengurangi emisi gas rumah
kaca, menurunkan penggunaan sumber yang tak terbarukan, mengembangkan
penggunaan energi dan sistem transportasi ramah lingkungan, memper-
tahankan, mengembalikan dan bahkan memperluas keberadaan ruang terbuka
hijau, serta mengurangi timbulan sampah antara lain melalui program daur
ulang. Prasyarat tersebut tentu saja akan membawa dampak terhadap pen-
tingnya reorientasi kita dalam membangun kota. Efisiensi penggunaan energi
(terutama listrik) dan pendingin udara, serta pengelolaan limbah dan sampah
ramah lingkungan pada bangunan gedung, tentu saja memerlukan perubahan
paradigma dalam desain bangunan dan tapaknya. Prasyarat sebuah kota hijau

- juga menuntut perubahan sistem transportasi kota yang lebih mengutamakan

transportasi massal dengan bahan bakar ramah lingkungan dan fasilitas bagi
pejalan kaki dan sepeda, ruang terbuka hijau dalam luasan dan kualitas yang
memadai, serta dapat dikendalikannya kualitas sumber-sumber air terhadap
pencemaran.

Para pakar dan pengelola kota tentu saja tak asing dengan berbagai langkah
tersebut. Sudah sedemikian banyak seminar dan diskusi mewacanakan hal
tersebut. Namun, cukup kuatkah komitmen para pengelola kota dalam
mengimplementasikannya? Apakah rencana tata ruang dan rencana rincinya
telah mengakomodasi sistem transportasi publik (kereta api, bus), pedestrian
dan jalur sepeda, maupun taman kota? Apakah ljin Mendirikan Bangunan (IMB)
bagi para pemilik gedung baru dapat diterbitkan setelah para arsitek dan pe-
rancangnya mendesain gedung dengan kaidah ‘hijau’> Apakah program daur
ulang sampah merupakan prioritas utama sebuah kota? Sedemikian banyak
langkah-langkah implementatif yang semestinya dilakukan oleh para pengelola
kota, apabila kotanya ingin di ‘cap’ sebagai kota hijau. (Redaksi)
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Ralat:
Redaksimeminta maafatas kesalaha

- jang jalan nasional 7,1 km yang mencakup..”
mericakup...”. [Redaksi)

1 penulisan gadaamke% %&md&n?&mﬁ@ﬂgunaﬂjaﬁﬂ%&usU@mS&aW%ﬁ? :
majalan KIPRAH Volume 38/TahunX/Juli-Agustus 2010. Pada pembukaan, kalimat kedua, tercantum “...dengai
. seharusnya tertulis “..dengan total panjang Jalan nas%mai 7.100 ki
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reen city, atau dalam bahasa Indo-
Gnesia diterjemahkan sebagai kota
hijau, memiliki banyak padanan kata
yang lain, misalnya ecological city (kota
yang berwawasan lingkungan), serta
sustainable city (kota yang berkelanjut-
an). Demikian menurut pendapat Hadi
Susilo Arifin, Ketua Departemen Arsi-
tektur Lanskap, Fakultas Pertanian, In-
stitut Pertanian Bogor.

Menurut Hadi, selama ini masyarakat
menganggap bahwa kota hijau iden-
tik dengan ruang terbuka hijau (RTH).
Pandangan tersebut tidak sepenuhnya
salah. Namun, yang harus dipahami
adalah RTH hanya salah satu dari sekian
banyak hal yang harus dilakukan untuk
mewujudkan kota hijau.

Konsep utama dari kota hijau adalah

3 penghematan, yakni hemat energi,
hemat lahan, dan hemat bahan/ma-
terial. Menurut International Environ-
mental Technology Center, ada 18 indika-
tor yang terbagi ke dalam 3 tahap untuk
mewujudkan kota hijau.

Tahap pertama adalah promotion of
eco office yang memiliki 7 indikator,
yaitu penghematan energi, penghemat-
an air, pengurangan sampah padat,
pengembangan daur ulang, konsep hi-
jau yang aman, konservasi air dan udara
yang bersih, serta pengendalian bahan
kimia.

Tahap yang kedua, yaitu promotion of
eco project. Tahap ini terdiri atas 6 in-
dikator, yakni penggunaan material ra-
mah lingkungan, penggunaan alat yang
ramah lingkungan, penggunaan barang

Bukan Hanya RTH

Penghijauan di gedung perkantoran sebagai salah satu perwujudan kota hijau. (Foto: Endah)

daur ulang, pembangunan infrastruktur
hijau, pengembangan teknologi hijau/
berwawasan lingkungan, serta mem-
promésikan penghijauan.

Tahap ketiga adalah green city planning
(perencanaan kota hijau), terdiri atas
5 indikator, yaitu adanya panduan ten-
tang infrastruktur ke-PU-an yang ber-
sifat hijau, panduan untuk perumahan
hijau, meningkatkan transportasi pub-
lik, terutama pembangunan Mass Rapid
Transit (MRT), peningkatan capacity
building (kemampuan dan kesadaran
masyarakat), serta sistem manajemen
lingkungan (Environmental Manage-
ment System/EMS) yang terintegrasi.

Perencanaan dan pengelolaan tata ru-
ang kota-kota di Indonesia seharusnya
bersifat terintegrasi. Pun, jika berbicara
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LAPORAN

tentang kota hijau, kita tidak hanya me-
mikirkan kota saja (eco city), tetapi juga
memikirkan desa (eco village). Jangan
sekali-kali perencanaan itu bersifat ter-
pisah. Tidak mungkin kita membangun
kota hijaujika hanyamengutak-atik satu
kawasan saja. Kita memerlukan sesuatu
yang komprehensif. Misalnya, kita tidak
akan bisa membangun Jakarta sebagai
kota hijau jika tidak didukung daerah-
daerah di sekitarnya, baik Tangerang,
Bogor, Depok, maupun Bekasi.

Sejauh ini, kebijakan dan perencanaan
tata ruang kota-kota di Indonesia se-
cara praktis memang belum mengarah
ke kota hijau. Jikapun ada, maka kebi-
jakan tersebut hanya terbatas pada
sektor tertentu saja. Misalnya, penye-

diaan RTH sesuai amanat UU Penataan -

Ruang No. 26 Tahun 2007. Konsep kota
hijau juga dicoba diterapkan dalam
pembangunan beberapa kota baru/
kota satelit, tetapi itu pun hanya seba-
tas slogan dan penyediaan RTH saja.
Pada skala kota, memang sudah ada
kampanye car free day maupun kam-
panye bike to work. Tetapi, kampanye
tersebut kurang didukung dengan pe-
nyediaan sarana dan prasarana yang
memadai, misalnya pembangunan jalur
sepeda, MRT, dan sebagainya.

Di kota-kota besar yang sudah mapan,
upaya untuk mewujudkan kota hijau
memang akan menghadapi banyak
kendala, baik kendala secara bio-fisik,
sosial, maupun ekonomi, dan teru-
tama budaya masyarakat. Di tengah
masyarakat kita masih berkembang bu-
daya egoisme, istilahnya “asal tidak di
halaman rumah saya” (Not In My Back
Yard/NIMBY). Mereka kurang peduli
dengan kondisi lingkungan sekitar,
pokoknya yang penting rumah mereka
sendiri bersih. Seharusnya masyarakat
tidak bersikap menutup mata seperti
itu, sebab pembangunan kota hijau
adalah menyangkut masalah budaya
dan perilaku masyarakatnya.

Untuk kota-kota yang relatif kecil/baru,
seharusnya pembangunannya bisa di-

rencanakan dan dikelola dengan baik,
selama ada komitmen yang terintegra-
'si dari pemerintah, pihak swasta, serta
penduduk kota. Di daerah-daerah,
masyarakat cenderung lebih peduli ke-
pada lingkungan karena mereka memi-
liki kearifan lokal yang berhubungan
dengan adat istiadat atau kepercayaan
setempat. Dengan adanya kearifan
lokal tersebut, mereka punya zonasi
pemanfaatan lingkungan, terutama hu-
tan.

Upaya untuk mewujudkan kota hijau
harus didukung penuh oleh komitmen
tiga pihak, yaitu pemerintah, swasta,
dan masyarakat. Pemerintah harus
memiliki good will untuk menjalankan
apa yang disebut dengan eco politic.
Yaitu, politik-politik yang mengarah ke
pelestarian lingkungan, misalnya mela-
lui UU yang pro terhadap ramah ling-
kungan. Saat ini, kebijakan yang menga-
rah ke tujuan tersebut sudah ada, tetapi
masih perlu ditingkatkan lagi jumlah
dan implementasinya. Pemerintah juga
mesti segera mengevaluasi tata ruang
kota dengan benar dan akurat sesuai
dengan standar dan peraturan yang
ada. Selain itu, perlu adanya komitmen
tinggi dalam penyusunan rencana pe-
nataan dan pengelolaan kota yang ra-
mah lingkungan untuk jangka pendek,
jangka menengah, dan jangka panjang.

Selanjutnya, pemerintah harus melak-
sanakan penegakan hukum. Konkret-
nya, memberi sanksi bagi setiap pe-
langgaran dan sebaliknya, memberikan
reward bagi masyarakat yang patuh.
Dari sisi teknis, pemerintah bisa me-
ngurangi laju perubahan tata guna
lahan yang tidak berpihak pada keles-
tarian lingkungan dan melakukan kon-
solidasi lahan bagi ruang-ruang kota
yang kurang teratur, serta mendesain
green network dengan koridor hijau
maupun koridor biru. Hal lain yang per-
lu dilakukan adalah menerapkan mana-

jemen limbah secara terintegrasi dan
mengimplementasikan konsep green
infrastructure, green building, serta
green industry.

Hadi Susilo Arifin, Ketua Departemen
Arsitektur Lanskap, Fakultas Pertanian, IPB,
Bogor. (Foto: Wy)

Perusahaan swasta juga perlu mengam-
bil peran. Salah satunya adalah dengan
menjalankan kegiatannya secara pro hi-
jau. Mereka juga harus mematuhi pera-
turan yang ada dengan disiplin tinggi
sertaberkontribusi dalam menyediakan
lahan untuk ruang terbuka hijau dan
ruang terbuka biru. Pemerintah me-
mang yang membuat peraturan, tetapi
perusahaan merupakan salah satu
pihak yang menjalankannya, apakah itu
dengan corporate social responsibility
(CSR), penyediaan taman dan RTH, ser-
ta penggunaan bahan bangunan dan
material yang ramah lingkungan.

Last but not least, masyarakat harus
berperan aktif dalam pembangunan
kota hijau. Oleh karena itu, perlu ada-
nya pemberdayaan masyarakat. Sebab,
pada dasarnya masyarakat sebenarnya
punya kekuatan jika mereka mau. Ja-
ngan bersikap acuh tak acuh jika peme-
rintah memberikan bimbingan ataupun
bantuan.

Masyarakat perlu berpikir global, tidak
hanya berpikir tentang dirinya sendiri
saja (budaya NIMBY). Konsep pro hijau
harus dipraktekkan secara nyata dalam
S TEe T S la ), ity el
energi, hemat lahan, dan hemat bahan.
Selain itu, adalah penting untuk selalu
mematuhi peraturan yang ada serta
penerapan semboyan hidup sehat. (ifn)
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